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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 42 TAHUN 2010 
TENTANG 

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang   : a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan 
kemiskinan di daerah perlu dilakukan koordinasi antar 
lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan secara 
terpadu dan berkesinambungan; 

b.  bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Presiden 
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan 
Penanggulangan Kemiskinan, mengamanatkan kepada 
Menteri Dalam Negeri untuk mengatur tata kerja dan 
penyelarasan kerja, serta pembinaan kelembagaan dan 
sumber daya manusia Tim Koordinasi Penanggulangan 
Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri tentang Tim Koordinasi 
Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan 
Kabupaten/Kota; 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


2010, No.337 2

Mengingat   : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Percepatan  Penanggulangan Kemiskinan; 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG 

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN 
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan 

pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan 
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bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah 
penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. 

2. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh 
pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, 
pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, 
serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. 

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya 
disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) 
tahun. 

4. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah 
untuk periode 1 (satu) tahun.  

5. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat 
SPKD, adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang 
selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di 
bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD. 

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah 
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran. 

7. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan merupakan  tim lintas 
sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan 
percepatan penanggulangan kemiskinan.  

8. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi, yang selanjutnya 
disebut TKPK Provinsi, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas 
pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Provinsi. 

9. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, yang 
selanjutnya disebut TKPK Kabupaten/Kota, adalah wadah koordinasi lintas 
sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan 
di kabupaten/kota. 

BAB II 
PENANGGULANGAN KEMISKINAN 

Bagian Kesatu 
Tanggung Jawab 

Pasal 2 
(1) Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan percepatan penanggulangan 

kemiskinan di provinsi. 
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(2) Bupati/Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan percepatan 
penanggulangan kemiskinan di kabupaten/kota.  

Bagian Kedua 
Percepatan 

Pasal 3 
Percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
dilakukan melalui: 
a.  strategi; dan 
b.  program.  

Pasal 4 
Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan dengan: 
a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; 
b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; 
c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan 

kecil; dan 
d. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. 

Pasal 5 
Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas: 
a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk 

melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan 
kualitas hidup masyarakat miskin; 

b. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan 
masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat 
kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan 
yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat; 

c. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan 
usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan 
penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan 

d. program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung 
dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin. 

Pasal 6 
(1) Strategi dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 

dilakukan secara terkoordinasi. 
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(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui 
sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi penanggulangan kemiskinan lintas 
sektor dan lintas pemangku kepentingan. 

Bagian Ketiga 
Pembentukan TKPK 

Pasal 7 
(1) Gubernur dalam melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) membentuk TKPK Provinsi. 
(2) Bupati/Walikota dalam melaksanakan percepatan penanggulangan 

kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) membentuk 
TKPK Kabupaten/Kota. 

Pasal 8 
TKPK Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai 
tugas: 
a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di provinsi; dan 
b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di provinsi.    

Pasal 9 
(1) TKPK Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 huruf a, menyelenggarakan fungsi:  
a. pengoordinasian penyusunan SPKD Provinsi sebagai dasar penyusunan 

RPJMD Provinsi di bidang penanggulangan kemiskinan; 
b. pengoordinasian forum SKPD atau forum gabungan SKPD bidang 

penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis 
SKPD; 

c. pengoordinasian forum SKPD atau forum gabungan SKPD bidang 
penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD; 

d. pengoordinasian forum SKPD atau forum gabungan SKPD bidang 
penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja 
SKPD; dan 

e. pengevaluasian pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan 
daerah bidang penanggulangan kemiskinan. 

(2) TKPK Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 huruf b, menyelenggarakan fungsi:   
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